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Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang telah
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Penulis menyadari bahwa penyusunan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena
itu, penulis membutuhkan kritik dan saran agar untuk selanjutnya penulis
mampu membuat laporan yang lebih baik lagi.

Harapan penulis adalah laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini
yang berjudul “Praktik Kerja Lapangan di Kantor Pusat BPKP (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)” dapat bermanfaat dan
berguna bagi kita semua khususnya untuk mahasiswa Universitas Negeri

Jakarta.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era saat ini semua kalangan masyarakat me.mbutuhkan segala hal yang
dapat memberikan kemudahan bagi diri mereka. Dikutip dari salah satu ahli,
yaitu Jan Aart Scholte mengemukakan pengertian mengenai Globalisasi :
“Globalisasi diartikan sebagai proses meningkatnya jalinan internasional.
Dalam hal ini semua negara mempertahankan identitas kenegaraannya, namun
tetap bergantung antara satu dengan lainnya”.

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa di era globalisasi semua
negara di dunia akan saling terhubung dan terjalin, baik dalam hal komunikasi,
ekonomi, budaya, politik dan sebagainya. Namun, negara- negara tersebut akan
tetap mempertahankan identitas dan nilai- nilai luhur mereka.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam era globalisasi ini adalah
masyarakat di segala belahan dunia menginginkan ke efesienan waktu dalam
menjalankan pekerjaannya. Seperti perusahaan di seluruh dunia saat ini,
mereka menginginkan segala pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu
dan dengan hasil yang memuaskan.

Tentunya, untuk mewujudkan kedua hal ini butuhnya sumber daya
manusia yang mampu mengerjakan tugasnya dengan baik, profesional, dan
tepat waktu. Dalam hal ini, semua perusahaan tentu akan mencari sumber daya

manusia yang memiliki etos kerja yang tinggi, terbuka dalam menerima



perubahan yang terjadi di era ini, dan mampu bekerja dengan profesional
namun tetap mengdepankan nilai- nilai etika.

Dengan kondisi ini, tentu sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang
terampil juga memiliki kepribadian yang baik. Sumber daya manusia
merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membangun dan juga
mendukung kemajuan suatu instansi ataupun perusahaan.

Oleh karena itu, perlu diadakannya peningkatan sumber daya manusia baik
dari segi kualitas pendidikannya maupun kepribadiannya. Dari segi pendidikan,
alasan mengapa perlu ditingkatkannya kualitas pendidikan adalah agar individu
tersebut mampu bersaing dengan warga negara lainnya yang tentu memiliki
kualitas pendidikan yang tidak kalah bagusnya. Sedangkan dari segi
kepribadian, perlu ditingkatkannya kualitas kepribadian seseorang adalah agar
dalam praktiknya individu tersebut dapat berperilaku baik dan menjalankan
norma dan peraturan yang berlaku sehingga tidak melakukan kecurangan yang
sekarang ini marak sekali terjadi.

Pemerintah di Indonesia pun sudah mencanangkan upaya supaya warga
negaranya mampu bersaing dengan warga negara lainnya, seperti
mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Diharapkan dengan adanya wajib
belajar ini, seluruh masyarakat di Indonesia dapat memberikan dan
menyalurkan ilmu yang mereka dengan baik. Sedangkan untuk di bangku
perkuliahan, agar para lulusan di Indonesia dapat bersaing dan siap bekerja

maka akan diadakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan Universitas



Negeri Jakarta mewajibkan setiap mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi
jurusan Akuntansi untuk melakukan program ini.

PKL sendiri merupakan mata kuliah yang membantu mahasiswa untuk
memahami dan mengetahui praktik kerja yang sebenarnya di lingkungan
perkantoran ataupun di lingkungan pemerintahan, sehingga mahasiswa siap
bersaing dan dapat membekali diri mereka dari pengetahuan dan praktik kerja
yang didapatkan saat PKL. PKL juga membantu dan melatih mahasiswa untuk
bersosialisasi dan memahami nilai- nilai organisasi yang ada di perkantoran.
Seperti yang diketahui, dengan memahami nilai organisasi yang ada di
perkantoran tentunya akan memudahkan kita dalam bersosialisasi dengan
lingkungan di kantor juga memudahkan kita dalam menjalankan tugas- tugas
yang ada.

Dengan melaksanakan kegiatan PKL dengan baik, tentunya akan
berdampak positif terhadap kinerja individu tersebut untuk kedepannya disaat
mereka sudah memasuki jenjang dunia perkantoran. Berdasarkan tuntutan
akademis, maka praktikkan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selama kurang lebih 2 bulan
untuk mengetahui bagaimana langkah yang tepat dalam menangani kasus-

kasus kecurangan yang saat ini sering terjadi

. Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dan tujuan diadakannya PKL adalah untuk menerapkan dan

mempraktekkan ilmu yang telah didapatkan di bangku perkuliahan ke dunia

kerja yang sesungguhnya.



1. Maksud diadakannya PKL adalah sebagai berikut:

a.

Memenuhi salah satu persyaratan untuk kelulusan akademik Program
Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta;
Mampu memberikan pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya
kepada para mahasiswa;

Menghasilkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja
dengan keahlian dan kemampuan yang profesional, ber etika, dan

bertanggung jawab.

2. Tujuan diadakannya PKL adalah sebagai berikut:

a.

Memberikan pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintahan, dalam
hal ini praktikan memiliki kesempatan melakukan PKL di BPKP
Pusat;

Mengetahui proses dan pelaksanaan Audit Investigasi yang dilakukan
oleh Auditor BPKP;

Mengetahui bagaimana cara merumuskan pelaporan bulanan mengenai
BUMN & BUMD vyang Terindikasi Pidana Korupsi (TPK) yang
nantinya akan diberikan kepada Direktur Investigasi BUMN &
BUMD;

Menambah ilmu mengenai nilai-nilai organisasi yang terdapat di
BPKP;

Melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dan beretika dengan baik

dalam dunia kerja.



C. Manfaat PKL

Manfaat dari PKL ini tentu dirasakan oleh para mahasiswa itu sendiri,
perguruan tinggi, juga kepada perusahaan yang terkait. Adapun manfaatnya
sebagai berikut
1. Bagi Praktikan

a. Realisasi dari ilmu yang didapatkan di bangku kuliah terhadap dunia

kerja sesungguhnya;

b. Terjalinnya hubungan baik antara praktikkan dengan instansi/

perusahaan yang terkait;

c. Membantu untuk menumbuhkan sifat kerja sama, tanggung jawab,

dan etos kerja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Terjalinnya hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta dengan instansi/ perusahaan dimana mahasiswa
tersebut melakukan PKL;
b. Mampu melahirkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam

dunia kerja.

3. Bagi instansi BPKP
a. Terjalinnya hubungan baik antara instansi terkait, BPKP dengan

Universitas Negeri Jakarta;



b. Membantu dalam mengembangkan, menghasilkan, dan menyiapkan
sumber daya manusia yang memiliki keterampilan baik dalam

akademis maupun ber etika.

D. Tempat PKL

Praktikan melaksanakan PKL di Instansi Pemerintahan dengan lingkup
kerja yang berhubungan dengan Audit Investigatif. Berikut ini pemaparan

secara detail tempat PKL yang dilakukan praktikan:

Nama Instansi : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP)

Alamat : Jalan Pramuka No.33 Jakarta, 13120

No. Telepon : (021) 85910031

Website : www.bpkp.go.id

Bagian . Deputi Investigasi (Direktorat Investigasi BUMN
dan BUMD)

Alasan praktikan melakukan PKL di Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP), yaitu:

1. BPKP merupakan suatu badan yang melakukan pemeriksaan baik di
bagian keuangan maupun pembangunan di lingkup pemerintah. Tentu
dengan Kkegiatan pengawasan ini jika dikaitkan dengan jurusan
akuntansi yang didapatkan selama di bangku kuliah masih berkaitan
dan relevan.

2. Letak instansi terkait yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal

praktikan dan akses transportasi yang mudah.


http://www.bpkp.go.id/

E. Jadwal Waktu PKL
1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, praktikkan mencari terlebih dahulu mengenai
beberapa perusahaan yang menerima praktik magang. Dan praktikkan sudah
menemukan dan juga sudah mempersiapkan surat perizinan PKL salah satu
perusahaan di daerah Cawang yang akan dijadikan tempat praktik kerja
lapangan.

Namun, karena tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai jawaban
dari surat perizinan tersebut, maka praktikkan mencoba untuk mencari
perusahaan atau instansi yang akan menerima praktik magang. Praktikan
mencoba untuk mendatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan instansi tersebut menerima mahasiswa yang ingin praktik magang.

Oleh karena itu, praktikan segera menyiapkan surat perizinan PKL. Untuk
mengurus surat perizinan ini, praktikan membutuhkan waktu selama 3 hari di
BAKHUM Univeristas Negeri Jakarta. Surat perizinan ini dtujukan untuk Biro
Administrasi dan Kepegawaian BPKP.

Setelah surat perizinan telah selesai, praktikkan segera menyerahkannya
kepada Biro Administrasi dan Kepegawaian. Kemudian, dua minggu
setelahnya praktikan mendapatkan telepon dari Biro Administrasi dan
Kepegawaian bahwa praktikan diterima untuk melakukan praktik magang di

BPKP.



2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini, praktikan melaksanakan kegiatan PKL di
BPKP terhitung dari tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 8 September 2017
atau selama 42 hari. Jam kerja untuk kegiatan PKL ini adalah:

Senin — Kamis: 08.00 WIB sampai dengan 16.30 WIB

Jumat : 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, praktikan melakukan penyusunan laporan yang
berjudul “Praktik Kerja Lapangan pada Kantor Pusat BPKP (Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) setelah menyelesaikan kegiatan
PKL. Untuk laporan PKL, praktikan mengumpulkan data dan juga berkas
untuk dijadikan lampiran dalam laporan PKL.

Namun, dalam mengumpulkan data dan juga berkas, praktikan meminta
izin terlebih dahulu kepada pembimbing yang membimbing praktikan selama
melakukan kegiatan PKL di BPKP. Lalu, selama pembuatan atau proses
pengerjaan laporan PKL, praktikan juga melakukan bimbingan kepada dosen

pembimbing.



BAB |1
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah BPKP

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak
dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan
sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan bersumber dari Nomor 44 tanggal 31
Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara
(Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap
pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.

Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di
Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN
yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada di bawah
Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi
Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari
Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri
Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua
pekerjaan akuntan bagi pemerintah atas semua departemen, jawatan, dan
instansi di bawah kekuasaannya.

Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Thesauri
Jenderal. Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1966

dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN)
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pada Departemen Keuangan. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai
DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan,
yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal.

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan
anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada
Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan
keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30
Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga
pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah
diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan
fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit
organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. Pada masa ini
kepemimpinan BPKP dipimpin oleh Drs. Gandhi yang berlangsung dalam
kurun waktu 1983-1993.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa
Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan
proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP

dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga
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sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan
obyektif.

Pada tahun 2001 dimana saat itu kepemimpinan BPKP dipegang oleh Drs.
Soedarjono (2000-2006) dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52
disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang dilakukan BPKP diarahkan lebih bersifat preventif atau
pembinaan dan tidak sepenuhnya audit atau represif. Kegiatan sosialisasi,
asistensi atau pendampingan, dan evaluasi merupakan kegiatan yang mulai
digeluti BPKP. Sedangkan audit investigatif dilakukan dalam membantu aparat
penegak hukum untuk menghitung kerugian keuangan negara.

Pada masa reformasi ini BPKP banyak mengadakan Memorandum of
Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman dengan pemda dan
departemen/lembaga sebagai mitra kerja BPKP. MoU tersebut pada umumnya
membantu mitra kerja untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai
good governance.

Sesuai arahan Presiden RI tanggal 11 Desember 2006, BPKP melakukan
reposisi dan revitalisasi fungsi yang kedua kalinya. Reposisi dan revitalisasi

BPKP diikuti dengan penajaman visi, misi, dan strategi. Visi BPKP yang baru
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adalah "Auditor Intern Pemerintah yang Proaktif dan Terpercaya dalam
Mentransformasikan Manajemen Pemerintahan Menuju Pemerintahan yang
Baik dan Bersih™. Dalam reposisi ini terjadi penggantian Kepala BPKP yang
terjadi dimana posisi ini diduduki oleh Drs. Didi Widayadi, M.B.A. (2006-
2009)

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP
ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/ daerah dan
pembangunan nasional. Dan pada masa ini Kepala BPKP dipegang oleh Prof.
Mardiasmo (2010-2014).

Selain itu Presiden juga mengeluarkan Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan
Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dengan menugaskan
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk
melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah
serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah yang
meliputi audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan
cukai, audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar, audit

dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, dan sebagainya.
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Saat ini Kepala BPKP dipimpin oleh Dr. Ardan Ardiperdana, Ak., MBA., CA.,
CFrA.
Berikut ini merupakan Visi, Misi, dan Nilai dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
a. Visi
Auditor Internal Pemerintah Rl Berkelas Dunia untuk Meningkatkan
Akuntanbilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional
b. Misi
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntanbilitas
pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung
tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif.
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang efektif, dan
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten
c. Nilai

1. Profesional

Merupakan standar kualitas kerja keahlian yang akan menjamin
kepercayaan masyarakat pada umumnya dan pengguna jasa pada
khususnya yang dilandasi oleh ketetapan organisasi profesi dan

perundang- undangan yang berlaku.
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2. Integritas

Merupakan nilai yang memiliki banyak makna, yaitu kejujuran,
objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Dalam hal nilai
pengawasan, selain bergantung pada kompetensi dari pengawas itu sendiri,
hal yang dipengaruhi lainnya adalah integritas.
3. Orientasi pada Pengguna

Keinginan untuk membantu juga melayani pihak- pihak yang
membutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka, dengan cara
mengetahui apa yang mereka butuhkan dan memenuhi kebutuhan tersebut.
Pengguna ini adalah pengguna internal maupun eksternal.
4. Nurani dan Akal Sehat

Merupakan nilai untuk melakukan tindakan yang proporsional/
seimbang, menghindari diri dari berbagai praktik pengawasan yang
berlebihan. Dengan nurani dan akal sehat diharapkan auditor dapat
menerapkan etika pengawasan yang lebih baik.
5. Independensi

Dalam hal ini, indepedensi terbagi menjadi dua yaitu indepedensi
dalam bersikap maupun berpenampilan. Independensi dalam bersikap
memiliki arti bahwa auditor bersikap jujur tanpa ada pengaruh dari pihak
internal maupun eksternal. Sedangkan independensi dalam berpenampilan
merupakan adanya kesan dari masyarakat terhadap auditor bahwa dia

melakukan pekerjaanya secara independen tanpa ada keraguan sedikitpun.
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6. Responsibel
Merupakan sikap yang mengakui bahwa ia memiliki tanggung jawab
yang diawali pada dirinya sendiri (obligation to act). Hal ini merupakan

suatu sikap yang merupakan komponen dalam proses good governance.

B. Struktur Organisasi

Di dalam suatu instansi tentunya terdapat suatu struktur organisasi.
Struktur organisasi ini tentunya memiliki fungsi untuk mengetahui pembagian
kerja untuk tiap individu atau pun seluruh pegawai di dalam instansi tersebut.

Berikut ini merupakan struktur organisasi dari BPKP Pusat:

CCPALA

Souretanat Ulame

| |

Deput Bidang Pengawasan
Peryeienggaron Kevrngan
Dasesh

Deput! Bidang Akurean

Qrputs Sidang vestigsl
Negara » . 1

| | | | |
\ | Pusat Pendidikan ‘ Pusat Pembinaan

Pusat Penelitian dan|
Pengembangan
Pengawasan ‘

Pusat Informasi

dalati X
dan Pelatihan Pengawasan Jabatan Fungsional

Inspektorat
Pengawasan Auditor

Perwakilan BPKP

Gambar I1. 1
Struktur Organisasi BPKP.

Sumber: bpkp.go.id
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Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 yang ditandatangi oleh
Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014 menyempurnakan organisasi
BPKP demi meningkatkan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem
pengendalian intern.

Kepala BPKP dibantu oleh dua unit kerja utama, yakni Kedeputian/
Sekretarias Utama dan Unit Kerja Pusat. Untuk Kedeputian/ Sekretarias Utama
terdiri dari 1 Sekretariat Utama yang membawahi 5 Biro dan unit ini juga
terdiri dari 5 Kedeputian. Sedangkan untuk Unit Kerja Pusat terdiri dari 1
Inspektorat dan 4 Pusat Unit.

Berikut ini penjelasan mengenai tugas dan juga fungsi untuk masing-
masing unit sebagai berikut:

Unit Kerja Kedeputian/ Sekretaris Utama

a. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama BPKP merupakan unsur pendukung pimpinan
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala. Dalam melaksanakan tugas kooridnasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di
seluruh unit organisasi lingkungan BPKP. Sekretariat Utama memiliki
beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian, pelaksanaan penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan BPKP

2. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program pembinaan dan
sertifikasi jabatan fungsional auditor, pendidikan dan pelatihan,

penelitian, dan pengembangan di lingkungan BPKP
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b. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan
Kemaritiman

Deputi ini memiliki tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan
pengawasan intern terhadap akuntanbilitas keuangan negara dan
pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat bidang
perekonomian dan kemaritiman. Fungsinya sebagai berikut:

1. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada instansi
pemerintah pusat bidang perekonomian dan kemaritiman

2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah
di bidang perekonomian dan kemaritiman sesuai peraturan perundang-

undangan

c. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik,
Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan

Merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan program
lintas sektoral pembangunan nasional pada instansi pemerintah pusat
bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan
kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
Deputi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pemanfaatan aset negara pada instansi pemerintah pusat bidang

politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan kebudayaan
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2. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada instansi pemerintah pusat
bidang politik, hukum, keamanan, pembangunan manusia, dan

kebudayaan

d. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang pengawasan
intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program
lintas sektoral pembangunan daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
di bidang pelaksanaan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
dan program lintas sektoral pembangunan daerah. Deputi ini
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas
pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau
kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh
anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah

2. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah;

e. Deputi Bidang Akuntan Negara

Deputi Bidang Akuntan Negara adalah unsur pelaksana tugas dan

fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan
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bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi Bidang Akuntan Negara
mempunyai tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaan pengawasan
intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada
badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan
keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah. Deputi ini menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut:

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola
pada badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat
kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

2. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada badan
usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan
keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

Deputi Bidang Investigasi

Deputi Bidang Investigasi melaksanakan tugas membantu Kepala di
bidang pelaksanaan pengawasan kelancaran pembangunan termasuk
program lintas sektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga,
audit klaim, audit investigatif terhadap kasus- kasus penyimpangan yang
berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian

keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.
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Deputi ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang
investigasi;

2. Penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi:

3. Penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan
pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme;

4. Pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit
investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi
merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan
negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi

5. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan

bidang penugasan investigasi.
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Berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di Deputi Bidang

Investigasi BUM & BUMD:

Daputl Bidangy Investigayl

Iswan Elmi

Sutisng

[ivektur Investigul
Hambatan Ke
natansi Femenntnh
Fembangunan
Artef Tri Hardiyanto
Wanis Prabowno

VASTIEAS THYEANAT
rintah Pusat |

Parmrintah
Ide Juang Humantito
Gumblea Budl Purmaemas

asu bt investigast natan

Pomerintah Fusst 1l

Hatdono

Flpbng Elrlanto Kulompok labatan

Fungslonal

Kelompok Jabwtar
Fungsione

Gambar ll. 2

Struktur Organisasi Deputi Bidang Investigasi.

Sumber: bpkp.go.id/2017

Unit Pusat

a. Inspektorat
Inspektorat BPKP adalah auditor intern dari unit organisasi BPKP

yang secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi. Bertugas

untuk menciptakan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas
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Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem
pengendalian intern, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPKP.
Sebagai Auditor Intern BPKP, maka ruang lingkupnya adalah seluruh
unit kerja yang ada di lingkungan BPKP dan organisasi lain dimana BPKP
memiliki kepentingan di dalamnya. Inspektorat menjalankan fungsi
perumusan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat, penyusunan
pedoman kegiatan operasional Inspektorat, pelaksanaan audit terhadap
ketaatan efisiensi, dan efektivitas tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan

BPKP.

. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan

Bertugas melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi
kegiatan penelitian dan pengembangan pengawasan dalam pasal 241
Keputusan Kepala BPKP tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan
tugas. Puslitbangwas BPKP menyelenggrakan fungsi Analisis kebutuhan
dan penyusunan ptogram penelitian dan pengembangan, pelaksanaan
penelitian dan pengembangan, pelaksanaan kerja sama penelitian dan
pengembangan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan dan hasil
penelitian dan pengembangan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan

dana urusan rumah tangga.

. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Bertugas melaksanakan Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Koordinasi

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, serta berfungsi untuk Penyusunan
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Program Diklat Kedinasan. Fungsional dan Teknis Perencanaan,
Penyusunan, dan Pengembangan Materi Diklat Fungsional dan Teknis,
Perencanaan Kebutuhan dan Pembinaan Widyaiswara dan Instruktur,
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Diklat
Pembentukan, Pengembangan dan Penjenjangan JFA serta Diklat Teknis.
Penetapan Persyaratan dan Pemberian Akreditasi Penyelenggaraan Diklat
Pembentukan dan Penjenjangan JFA, Evaluasi Pelaksanaan Hasil
Pendidikan dan Pelatihan serta penyusunan laporannya dan pengelolaan
Kepegawaian dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha, Keuangan, Barang
Milik/ Kekayaan Negara dan Urusan Rumah Tangga.

. Pusat Informasi Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program
pengelolaan data dan informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian
data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan, serta
penyelenggaraan administrasi basis data dan penyusunan rencana dan
program serta pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi, dan

pemberian dukungan kepada pengguna.

. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
Mempunyai tugas pokok vyaitu melaksanakan penelaahan dan

penyusunan peraturan, standar, pedoman, program pembinaan, dan
pelaksanaan sertifikasi serta evaluasi pelaksanaan sertifikasi, angka kredit,
dan efektivitas tim penilai jabatan fungsioanl auditor di lingkungan BPKP

dan APIP lainnya.
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Untuk  menjalankan  tugas pokok tersebut, Pusbin JFA
menyelenggarakan fungsi Penyusunan rencana dan program pembinaan
JFA, Penelaahan dan penyusunan peraturan, Standar dan pedoman JFA,
Penyusunan materi ujian Jabatan Fungsional Auditor, Pengelolaan data
Pejabat Fungsional Auditor, Pelaksanaan seleksi dan penentuan kelulusan

peserta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor.

Sekretariat Utama

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam menjalankan tugasnya,
Sekretariat Utama membawahi 5 biro yaitu, Biro Keuangan, Biro Perencanaan
Pengawasan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Hukum dan Humas, Biro
Umum. Adapun penjelasan mengenai tugas dan fungsinya sebagai dari setiap

biro sebagai berikut:

Sekretariat
Utama
[
I 1 I | |
B ol . . Biro Hukum dan .
Perencanaan Kepegawaian Biro Keuangan Biro Umum
o Humas
Pengawasan dan Organisasi
Gambar I1. 3

Struktur Organisasi pada Bagian Sekretariat Utama.

Sumber: bpkp.go.id/2017
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a. Biro Keuangan

Biro Keuangan berada di bawah Sekretariat Utama yang terdiri dari 2
bagian, yaitu bagian anggaran dan bagian perbendaharaan dan akuntansi.
Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran
yang khusus dilakukan oleh bagian anggaran serta melaksanakan
perbendaharaan, verifikasi, dan akuntansi yang dilakukan oleh bagian
perbendaharaan dan akuntansi.

Bagian Anggaran dan Bagian Perbendaharaan & Akuntansi memiliki
tugas dan fungsi nya masing- masing dalam menjalankan tugasnya di Biro
Keuangan ini. Bagian Anggaran memiliki tugas yaitu melaksanakan
penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan dengan
menjalankan fungsinya dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran
rutin dan anggaran pembangunan juga penyusunan alokasi dan revisi serta
pedoman dan prosedur tata laksana anggaran rutin dan anggaran
pembangunan.

Bagian Anggaran secara lebih spesifik dibagi menjadi dua subbagian,
yaitu Subbagian Anggaran Rutin dan Subbagian Anggaran Pembangunan.
Subbagian Anggaran Rutin mempunyai tugas penyusunan anggaran rutin,
penyusunan alokasi dan revisi anggaran rutin, serta prosedur tata laksana
anggaran rutin.

Sedangkan Subbagian Anggaran Pembangunan mempunyai tugas
penyusunan anggaran pembangunan, penyusunan alokasi dan revisi
anggaran pembangunan serta pedoman dan prosedur tata laksana anggaran

pembangunan.
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Bagian Perbendaharaan & Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan perbendaharaan, pelaksanaan verifikasi dan akuntansi.
Dengan menjalankan fungsinya dalam pelaksanaan urusan penerimaan,
penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan keuangan, pelaksanaan
verifikasi keuangan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan.

Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi dibagi menjadi tiga subbagian,
yaitu Subbagian Perbendaharaan, Subbagian Verifikasi, dan Subbagian
Akuntansi. Untuk Subbagian Perbendaharaan memiliki tugas untuk
melakukan urusan penerimaan, penyimpanan pembayaran, dan
penatausahaan keuangan. Subbagian Verifikasi mempunyai tugas untuk
melakukan verifikasi keuangan sedangkan Subbagian Akuntansi
mempunyai tugas melakukan akuntansi dan penyusunan laporan

keuangan.

. Biro Perencanaan Pengawasan

Biro Perencanaan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan pengawasan intern pemerintah dan penysuunan
kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP, serta penyusunan
PKPT dan evaluasi pelaksanaannya di lingkungan BPKP dan APIP
lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya Biro Perencanaan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pengawsasan intern

pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan BPKP,
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pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan PKPT di lingkungan
BPKP dan APIP lainnya.

Biro Perencanaan terdiri dari 2 bagian, yaitu Bagian Penyusunan
Rencana dan Bagian Evaluasi Perencanaan. Bagian Penyusunan Rencana
mempunyai tugas penyusunan rencana, penyiapan bahan kebijakan
pengawasan intern pemerintah dan kebijakan teknis pengawasan di
lingkungan BPKP, serta penyusunan PKPT di lingkungan BPKP dan APIP
lainnya. Sedangkan Bagian Evaluasi Perencanaan mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan
program dan PKPT dengan menyelenggarakan fungsi pemantuan dan
penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan program dan PKPT di lingkungan
BPKP, pemantauan dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan PKPT

APIP lainnya.

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
Dengan menyelenggarakan fungsinya dalam penyusunan rencana formasi
kepegawaian, pengembangan pegawai, dan urusan kesejahteraan pegawai,
serta pengelolaan data dan informasi kepegawaian, pelaksanaan urusan
pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai dan perumusan
kelembagaan serta pembakuan prestasi kerja.

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari 5 bagian, yaitu Bagian

Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, Bagian Pengangkatan dan
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Kepangkatan Pegawai, Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai,
Bagian Organisasi, dan Bagian Tata Laksana.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan rencana formasi kepegawaian, pengembangan
pegawai, dan urursan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan data dan
informasi kepegawaian. Lalu, Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan
Pegawai yang memiliki tugas melaksanakan urusan pengangkatan dan
kepangkatan pegawai.

Bagian Pemindahan dan pemberhentian Pegawai mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemindahan, pemberhentian, dan pemensiunan
pegawai, Kemudian, Bagian Organisasi yang mempunyai tugas
melaksanakan analisis, penataan, evaluasi, dan perumusan kelembagaan
serta pembakuan prestasi kerja.

Dan bagian terkahir di Biro ini adalah Bagian Tata Laksana
mempunyai tugas melaksanakan analisis, penyusunan, evaluasi, dan
perumusan ketatalaksanaan, serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan

pedoman dan standar pemeriksaan BPKP dan APIP lainnya.

. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas)

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan peraturan perundang- undangan penelaahan
hukum, pemeberian bantuan hukum serta pelaksanaan hubungan
masyarakat dan hubungan antar lembaga. Dengan menyelenggarakan

fungsinya dalam analisis dan penyusunan peraturan perundang- undangan,
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pelaksanaan dokumentasi dan pemberian informasi hokum, melaksanakan
pengkajian dan penelaahan hokum, pelaksanaan pemberian bantuan dan
penyuluhan hokum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan
antar lembaga negara.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) terdiri dari 3 bagian,
yaitu Bagian Peraturan Perundang- Undangan, Bagian Penelaahan dan
Bantuan Hukum, dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar
Lembaga. Bagian Peraturan Perundang- Undangan mempunyai tugas
melaksanakan analisis dan penyusunan peraturan perundang- undangan
serta dokumentasi dan pemberian hukum.

Kemudian Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum yang mempunyai
tugas melaksanakan pengkajian dan penelaahan hukum serta penyiapan
bahan pemberian bantuan dan penyuluhan hukum. Dan Bagian hubungan
Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas

melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga lainnya.

Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha
perlengkapan dan rumah tangga. Dengan menyelenggarakan fungsinya,
yaitu pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas pembinaan dan
pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; pelaksabaab urusan rumah
tangga, pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara, pembinaan pengdaan
perlengkapan di Pusat dan Perwakilan, pelaksanaan urusan tata usaha

perbantuan pada Depulti.
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Biro Umum terdiri dari 3 bagian, yaitu Bagian Tata Usaha, Bagian
Rumah Tangga, dan Bagian Perlengkapan. Bagian Tata Usaha mempunyai
tugas melaksanakan bimbingan, urusan tata perusratan dan kearsipan,
penggajian dan perjalanan dinas, serta pelaksanaan tata usaha perbantuan
pada Deputi. Bagian Rumah tangga mempunyai tugas melaksanakan
urusan rumah tangga. Bagian Perlengkapan mempunyai tugas
melaksanakan analisis kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluranm

inventarisasi, dan penghapusan barang milik/ kekayaan negara.

C. Kegiatan Instansi

Kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa
disebut dengan BPKP yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 192
Tahun 2014 merupakan salah satu aparat pengawasan intern pemerintah
sehingga BPKP menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Pengawasan tersebut
adalah:

1. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kkegiatan
pengawasan lainnya terhadap  perencanaan, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban akuntanbilitas penerimaan negara atau daerah serta
pembangunan nasional.

2. BPKP juga melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pemanfaatan aset negara atau daerah dan memberikan

konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata
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kelola terhadap instansi atau badan lainnya dan program atau kebijakan
pemerintah yang strategis.

3. BPKP juga memiliki kebijakan untuk melakukan perumusan kebijakan
nasional pengawasan intern terhadap akuntanbilitas keuangan negara atau
daerah dan pembangunan nasional.

4. BPKP melakukan audit atas penyesuaian harga, audit investigatif/
investigasi terhadap kasus-kasus yang berindikasi merugikan keuangan
negara atau daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan

korupsi.

D. Prestasi Instansi
1. Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan atas Capaian Opini Wajar Tanpa
Pengecualian untuk Laporan Keuangan Kementrian Negara/ Lembaga
Tahun 2012 s.d 2016

2. Piagam Penghargaan Menteri Keuangan kepada Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan sebagai Kementerian Lembaga Instansi
yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan yang telah
menyukseskan pengadaan barang jasa secara elektronik pada 25 Januari
2017

3. Penganugerahan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Peringkat IlI
dalam Kategori Lembaga pemerintah Non Kementrian pada 20 desember

2016
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4. Penghargaan BOKN Award 2016 Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan sebagai Terbaik 1l Kategori Implementasi Assesment
Center Kementerian Lembaga Pemerintah Non- Kementerian pada 23
Mei 2016

5. Penghargaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Repbulik Indonesia kepada Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan Akuntanbilitas Kinerja Tahun 2015 dengan predikat

Nilai “BB” (Sangat Baik) pada Desember 2015



BAB Il
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Praktikkan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BPKP pada

Deputi Bidang Investigasi, khususnya di Direktorat Investigasi BUMN &
BUMD.

Di Deputi Bidang Investigasi sendiri memiliki 3 Direktorat, yaitu
Direktorat Investigasi Instansi Pemerintah (Dir. 1), Direktorat Investigasi
BUMN & BUMD (Dir II), dan Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran
Pembangunan (Dir Ill). Di Direktorat Investigasi BUMN & BUMD (Dir 1I)
dikepalai oleh Ibu Agustina Arumsari selaku Direktur Investigasi BUMN &
BUMD, lalu Kasubdit Investigasi BUMN & BUMD yang diduduki oleh Bapak
Mohamad Risbiyantoro sedangkan Kasubdit Investigasi BUMD & BUL
diduduki oleh Bapak Iwan Agung Prasetyo, kemudian kelompok jabatan
fungsional.

Di Direktorat Investigasi BUMN & BUMD sendiri memiliki tugas untuk
melaksanakan berbagai penyiapan bahan untuk melakukan perumusan
kebijakan teknis, penyusunan pedoman, penyiapan bahan koordinasi,
penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi, pemantauan
tindak lanjut, evaluasi dan penyusunan laporan hasil investigasi terhadap kasus
penyimpangan yang berindikasi merugikan negara pada Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
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Adapun pekerjaan yang dilakukan praktikkan selama melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Investigasi BUMN & BUMD
sebagai berikut:

Ekspose/ Telaah
1. Membuat Laporan Telaahan Staf dalam Kegiatan Ekspose/ Telaah
2. Membuat Kertas Kerja Program Audit Investigasi BUMN & BUMD
3. Menyusun Lampiran- Lampiran dari Hasil Bukti Audit
4. Menyusun Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN & BUMD
Mengenai BUMN & BUMD yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

(TPK)

B. Pelaksanaan Kerja
Dalam melaksanakan PKL, diharapkan praktikan mampu memahami dan

dapat melakukan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Praktikan melakukan PKL
di Deputi Bidang Investigasi, khususnya di Direktorat Investigasi BUMN &
BUMD. Awal melakukan PKL, praktikan terlebih daulu dikenalkan dengan
keadaan dan situasi di lingkungan Deputi Bidang Investigasi yang berada di
lantai 9 di Kantor BPKP Pusat.

Dalam pengenalan ini, praktikan dibantu oleh Pak Tisna selaku Kassubag
di Deputi Bidang Investigasi. Setelah itu, praktikan diarahkan untuk ke bagian
dimana praktikan akan melaksanakan PKL selama 40 hari kedepan. Praktikan
bertemu dengan pegawai di bagian Direktorat Investigasi BUMN & BUMD.
Praktikan diberi arahan mengenai pekerjaan apa saja yang akan dilakukan dan

juga praktikan dikenalkan mengenai budaya di Deputi Bidang Investigasi, yaitu
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berintegritas. Integritas yang dimaksud adalah dimana seluruh pegawai dan
juga praktikan berkewajiban untuk bersikap jujur, berani, bertanggung jawab,
dan juga transparan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Selama praktikan melakukan PKL, praktikan melakukan beberapa
pekerjaan yang diberikan oleh para pembimbing ataupun pegawai lainnya
dimana pekerjaan ini berkenaan dengan kegiatan Audit Investigatif. Selama
praktikan melakukan PKL di kantor BPKP Pusat, praktikan diberi kesempatan
untuk mengikuti beberapa pelaksanaan Audit Investigasi.

Audit Investigasi adalah suatu proses pengumpulan dan juga pengujian
bukti-bukti dari kasus penyimpangan yang memiliki indikasi bahwa merugikan
keuangan negara. Pengumpulan dan juga pengujian bukti-bukti ini diharapkan
dapat memperoleh suatu hasil atau kesimpulan yang dapat mendukung dalam
tindakan gugatan atau tindakan korektif manajemen.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di Deputi Bidang Investigasi sendiri
terdapat 3 Direktorat, yaitu Direktorat Investigasi Instansi Pemerintahan (Dir
1), Direktorat Investigasi BUMN & BUMD (Dir 1), dan Direktorat Investigasi
Hambatan Kelancaran Pembangunan (Dir [1ll). Dikarenakan praktikan
melakukan PKL di Direktorat Investigasi BUMN & BUMD (Dir IlI) maka
selain melakukan beberapa kegiatan yang berkenaan dengan Audit Investigasi,
praktikan diberikan kepercayaan untuk menyusun Laporan Bulanan mengenai

BUMN & BUMD vyang terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
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Dalam pelaksanaan Audit Investigasi yang disesuaikan dengan Pedoman
Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-

1314/K/D6/2012

PEDOMAN
PENUGASAN

BIDANG
INVESTIGASI

PERATURAN KEPALA BPXP
NOMOR: PER-1314KDG2012

Gambar Il1l. 1

Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-
1314/K/D6/2012

Sumber: bpkp.go.id (pdf)

Selain berpedoman pada Pedoman Penugasan Bidang Investigasi
Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012, auditor juga harus
berpedoman pada standar audit umum yang berlaku sebab, dalam pelaksanaan

tugas ini auditor dalam bidang investigasi memiliki risiko yang tinggi. Risiko
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tinggi yang dimaksud adalah terkait dengan hasil audit investigasi yang

dilakukan auditor yang dapat dikenakan gugatan hukum.

1. Membuat Laporan Telaahan Staf dalam Kegiatan Ekspose/ Telaah
Ekspose/ telaah merupakan proses yang paling awal dalam pelaksanaan

Audit Investigasi. Dalam proses ini terdapat dua pihak, yaitu
a. Pihak Penyidik atau Instansi Lain (pihak yang meminta), dan
b. Pihak Auditor (Deputi Bidang Investigasi, BPKP).

Untuk Pihak Penyidik sendiri merupakan pihak yang meminta bantuan
Audit Investigasi kepada Pihak BPKP Deputi Bidang Investigasi khususnya
Direktorat Investigasi BUMN & BUMD untuk melakukan Audit Investigasi
terhadap BUMN & BUMD vyang terindikasi melakukan kecurangan atau
penyimpamgan.

Pihak Penyidik atau pihak yang dapat meminta Audit Investigasi adalah
Polisi, Jaksa, dan KPK. Sedangkan untuk Instansi Lain yang dapat meminta
bantuan Audit Investigasi kepada Direkotrat Investigasi BUMN & BUMD
adalah instansi BUMN & BUMD.

Bentuk permintaan Audit Investigasi yang dikirimkan oleh Pihak Penyidik
berupa surat. Surat ini ditujukan kepada Pimpinan (Deputi Bidang Investigasi).
Surat balasan yang diberikan oleh Pihak BPKP kepada Pihak Penyidik
merupakan surat permintaan untuk melakukan Ekpose/ Penelahaan.

Jika dari surat tersebut menunjukkan kasus terjadi pada BUMN & BUMD
maka Deputi Investigasi akan memberikan wewenang kepada Direktorat

Investigasi BUMN & BUMD untuk melakukan Ekspose.
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Dalam kegiatan ini, praktikan diberi kesempatan untuk menghadiri
kegiatan Ekspose/ Telaah yang berlangsung di Deputi Bidang Investigasi dan
menuliskan materi hasil pemaparan dari pihak Penyidik dalam Laporan
Telaaahan Staf. Berikut ini proses pengerjaan Laporan Telahaan Staf yang

dilakukan oleh praktikan:

Menuliskan
rangkuman dari
pemaparan Ekpose
(berisikan 5W + 1H)

Menyiapkan
Pengklasifikasian 5W Gl Mengikuti Ekspose
+1H

Diberikan kepada
Auditor yang
mendampingi

Praktikan

Dibentuk dalam
format Laporan
Telaahan Staf

Bagan I11. 1

Proses Pengerjaan Telaahan Staf

Sumber: data diolah praktikan

Namun sebelum menuliskan materi apa sajakah yang dipaparkan, Pihak
Auditor yang mendampingi praktikkan untuk mengikuti kegiatan Ekpose
terlebih dahulu memberitahukan bahwa catatan/ materi yang ditulis memenuhi
What, When, Why, Who, Where, & How. Sehingga dalam praktiknya, praktikan
terlebih dahulu mencoba untuk mengklasifikasikan perrtanyaan What, When,

Why, Who, Where, & How sebagai berikut dengan dibantu Pihak Auditor
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Direktorat Investigasi BUMN & BUMD:
a. Siapa pihak/ instansi BUMN & BUMD manakah yang melakukan
penyimpangan?
b. Apa jenis atau tindakan penyimpangan yang dilakukan instansi BUMN
& BUMD tersebut?

c. Kapan kejadian penyimpangan ini terjadi?

d. Dimana bagian yang melakukan penyimpangan ini?

e. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam penyimpangan ini?

f. Mengapa penyimpangan ini bisa terjadi?

g. Modus apakah yang digunakan pelaku saat melakukan penyimpangan?

Setelah mengklasifikasikan seperti berikut, praktikan mengikuti ekspose
dan mendengarkan pemaparan dari Pihak Penyidik dan mencoba untuk mengisi
pertanyaan-pertanyaan tersebut dan merangkumnya. Dari kegiatan pemaparan
atau biasa disebut dengan ekpose ini, praktikan mendapatkan pembelajaran
bahwa pihak-pihak yang terdapat di kegiatan ini tidak bisa bekerja sendiri.

Dengan demikian, Pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspose ini dimana
terdapat Pihak Penyidik dan Pihak Auditor saling membutuhkan satu sama
lain. Pihak Penyidik membutuhkan Auditor untuk melakukan investigasi
mengenai penyimpangan yang terjadi di dalam instansi terkait dan
membutuhkannya juga rekomendasi yang akurat agar kasus ini dapat
diselesaikan. Sedangkan untuk Pihak Auditor, dalam pelaksanaan Audit
Investigasi nya pun dibutuhkan informasi yang transparan dan akurat dari

Pihak Penyidik mapun pihak-pihak lainnya yang terkait. Pihak Auditor juga
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membutuhkan saran dari auditor lainnya untuk menyikapi pemaparan kasus
yang terindikasi melakukan penyimpangan.

Setelah pemaparan tersebut telah selesai, maka pihak Auditor Direkrorat
Investigasi BUMN & BUMD akan memberikan keputusan mengenai apakah
kasus ini dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu, pelaksanaan Audit
Investigasi atau tidak. Namun, keputusan ini belum pasti sebab keputusan yang
sesungguhnya akan dilakukan oleh Pimpinan. Praktikan juga menuliskan hal
ini dalam rangkuman yang dibuat oleh praktikan.

Selanjutnya, setelah kegiatan ekspose telah selesai maka praktikan
menuliskan hasil dari kegiatan ekspose tersebut ke dalam bentuk Microsoft
Word. Hasil yang ditulis berupa materi pemaparan Pihak Penyidik terutama
yang mengandung pengklasifikasian What, When, Why, Who, Where, & How
lalu juga kesimpulan dari pihak Auditor.

Dalam penulisan ini, Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD
mendampingi praktikan sebab penulisan yang dibuat praktikan akan berbentuk
Laporan Telaahan Staf. Di penulisan ini, praktikan juga hanya diperbolehkan
mengisi bagian Materi yang ditelaah dan Kesimpulan yang dihasilkan dari
keputusan Pihak Auditor. Lalu, file yang berbentuk Microsoft Word yang
merupakan hasik pengerjaan yang dilakukan praktikan akan diberikan kepada
Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD yang mendampingi praktikan
selama ekspose untuk dikoreksi lebih lanjut.

Kemudian, untuk Pihak Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD

yang terpilin untuk melakukan penelaahan sesuai keputusan Pimpinan akan
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menuliskan Risalah Hasil Ekspose (Awal) untuk diberikan kepada Pimpinan.
Dalam penulisan risalah ini, Pihak Auditor juga akan menjadikan Laporan
Telaahan Staf sebagai referensi untuk melengkapi resume materi Ekspose di
Risalah Hasil Ekpose (Contoh Risalah Hasil Ekpose di Lampiran 8)

Setelah Risalah Hasil Ekspose (Awal) selesai ditulis, maka Risalah Hasil
Ekspose (Awal) ini akan diberikan kepada Pimpinan Deputi Bidang
Investigasi. Pemberian ini dilakukan agar Pimpinan Deputi Bidang Investigasi
dapat memberikan penilaian mengenai apakah langkah yang dipilih Auditor
Direktorat Investigasi BUMN & BUMD tepat untuk melakukan Audit
Investigasi.

Jika keputusan ini tepat, maka Pimpinan Deputi Investigasi akan
menghubungi Direktur Investigasi BUMN & BUMD untuk membentuk Tim

Audit dan juga dibuatnya Surat Tugas untuk melaukan Audit Investigasi.

2. Membuat Kertas Kerja Program Audit Investigasi BUMN & BUMD
Dalam kegiatan diskusi perencanaan penugasan, Pihak Auditor membuat

perencanaan penugasan dengan terperinci, jelas, dan sesuai prosedur yang ada.
Dari kegiatan diskusi perencanaan penugasan ini, Pihak Auditor akan
menghasilkan Program Audit. Karena praktikan tidak memiliki wewenang
untuk mengikuti diskusi perencanaan penugasan tersebut, maka praktikan
diberi tugas oleh Pihak Auditor untuk membantu menyusun hasil dari

perencanaan penugasan dalam bentuk kertas kerja Program Audit.
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Hasil

Praktikan
Perencanaan .
menuliskannya
FEUEEEE (I dalam format
dilakukan

Program Audit

Auditor

Bagan I11. 2
Proses Pengerjaan Program Audit Investigasi Direktorat BUMN & BUMD

Sumber: data diolah praktikan

Dari hasil perencanaan yang dilakukan Auditor Direktorat Investigasi
BUMN & BUMD ini, praktikan akan membantu menyusunnya dalam file
Microsoft Word dalam bentuk format Kertas Kerja Program Audit BUMN &
BUMD dengan dibantu dan diawasi oleh Auditor Direktorat Investigasi
BUMN & BUMD. Dari praktik mennyusun hasil perencanaan penugasan yang
kemudian dibentuk menjadi kertas kerja Program Audit, praktikan dapat
menyimpulkan perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuai tujuan
penugasan dalam penyusunan perencanaan penugasan mengingat perencanaan
ini akan digunakan untuk pelaksaanan Audit Investigasi.

Dalam menyusun kembali hasil perencanaan penugasan dalam bentuk
kertas kerja Program Audit ini, praktikan mengetahui sistematika perencanaan
yang baik dimana harus terperinci dan sistematis agar dalam pelaksanaan Audit

Investigasi nantinya akan berjalan sesuai perencanaan. Terperinci yang
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dimaksud adalah menyusun perencanaan penugasan ini sesuai dengan lingkup
tujuan penugasan Audit Investigasi dan juga dituliskannya keperluan data
ataupun narasumber secara lengkap yang nantinya akan menunjang untuk
pembuktian audit. Sedangkan untuk sistematis, perencanaan berfokus terlebih
dahulu untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berperan penting
dalam melakukan penyimpangan ini.

Langkah dalam penulisan di dalam kertas kerja Program Audit ini adalah
praktikan harus mengurutkan sesuai dengan catatan dari Pihak Auditor
Direktorat Investigasi BUMN & BUMD, berikut ini pengurutannya:

1. Penulisan dalam kertas kerja akan berfokus pada instansi yang melakukan
penyimpangan, pemeriksaan akan dimulai dari dokumen mengenai
peraturan yang berlaku di instansi tersebut,

2. Kemudian berkas atau dokumen yang terkait dengan kegiatan
penyimpangan, dan menyesuaikannya dengan SOP,

3. Lalu dokumen mengenai wawancara pihak yang terdapat di lingkungan
sekitar Instansi/ di bagian yang terindikasi melakukan penyimpangan, dan

4. Kemudian akan dilanjutkan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait.
Setelah praktikan menyelesaikan kertas kerja Program Audit BUMN &

BUMD (Contoh Program Audit di Lampiran 9), praktikan akan

memberikannya kepada Pihak Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD

. Pihak Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD akan melakukan

pengkoreksian secara teliti karena mengingat praktikan yang belum
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mempunyai pengalaman dan juga belum memahami mengenai Audit

Investigasi secara mendalam.

3. Menyusun Lampiran- Lampiran dari Hasil Bukti Audit
Praktikan mendapatkan kesempatan untuk menyusun Bukti Audit yang

dihasilkan dari penugasan Audit Investigasi yang dilakukan oleh Pihak
Auditor. Bukti Audit yang telah dikumpulkan Pihak Auditor terdapat beberapa
bentuk, yaitu berbentuk dokumen elektronik (soft copy) ataupun berbentuk
lampiran (hard copy).

Dalam proses penyusunan Bukti Audit ini, praktikan mendapat tugas untuk
menyusun lampiran (hard copy). Mengingat potensi kebocoran rahasia yang
ditimbulkan jika praktikan menyusun lampiran berbentuk hard copy lebih kecil
dibandingkan soft copy, maka Pihak Auditor mempercayakan tugas ini kepada

praktikan.

Hasil Bukti

Audit 20/ Disusun

Bukti Audit Diberikan
bentuk sesuai dan kepada

Hard Copy/ Cataial Sistematis ALelicer

: Auditor
Lampiran

dalam secara Rapi

Bagan I11. 3
Proses Menyusun Lampiran dari Hasil Bukti Audit

Sumber: data diolah praktikan
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Saat penyusunan lampiran yang berbentuk hard copy ini, praktikan
diharapkan untuk menyusun dengan rapi dan juga tertata dengan sistematis
sesuai dengan data yang diberikan Auditor Direktorat Investigasi BUMN &
BUMD kepada parktikan. Rapi dalam pengertian bukti tersebut harus disusun
dengan benar dan tidak ada kerusakan sedikitpun karena bukti tersebut akan
digunakan dalam pertemuan intern (review meeting) yang dilakukan pihak
Auditor dimana pertemuan tersebut akan dihadiri oleh Deputi Kepala BPKP
Bidang Investigasi, Pimpinan Unit Kerja, Auditor yang menangani/ melakukan
audit, lalu Auditor BPKP ataupun pejabat struktural lainnya.

Sistematis yang dimaksud adalah pengumpulan bukti ini harus diurutkan
sesuai dengan catatan yang telah diberikan Pihak Auditor. Praktikan harus
menyusun Bukti Audit sesuai dengan catatan yang diberikan oleh Pihak
Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD. Berikut ini merupakan
ilustrasi dari penyusunan lampiran tersebut:

Pihak Auditor mendapatkan penugasan untuk melakukan Audit Investigasi
terhadap kasus Penyimpangan Pemberian Kredit oleh Bank A kepada PT B.
Maka dalam penyusunan lampiran dari hasil bukti audit secara garis besar
adalah:

1. Dokumen peraturan di PT B terutama dalam proses operasional

2. Lampiran yang berisikan proposal kredit dari PT B ke Bank A

3. Lampiran Notulen saat terjadinya pertemuan antara PT B dengan

Bank A
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4. Lampiran yang berisikan Pedoman Pemberian Kredit yang terdapat di

Bank A

5. Lampiran yang berisikan mengenai Tata Cara Pengajuan Pencairan

Kredit.
Tanggal Bukti yang Tanggal Paraf
Penugasan Didapatkan Mendapatkan Auditor
Bukti
Bagan 1l1. 4

Contoh Pemberian Catatan/Bagan yang Diberikan kepada Praktikan

Sumber: data diolah praktikan

Setelah praktikan menyusun, praktikan memberitahu terlebih dahulu

kepada Pihak Auditor Direktorat Investigasi BUMN & BUMD untuk melihat

apakah penyusunan yang dilakukan sudah benar atau belum. Jika sudah, maka

praktikan akan memberikannya kepada Pihak Auditor Direktorat Investigasi

BUMN & BUMD dan selanjutnya akan digunakan untuk pertemuan intern

(review meeting).

Dari kegiatan penyusunan lampiran hasil Audit Investigasi, praktikan

mengetahui beberapa hal mengenai alasan mengapa dibutuhkannya ketelitian

dalam menyusun lampiran hasil audit dan tanggung jawab karena hasil audit

ini merupakan hal yang sangat vital dan akan dijadikan barang bukti.
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4. Menyusun Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN & BUMD
Mengenai BUMN & BUMD yang melakukan Tindak Pidana Korupsi
(TPK)

Dalam rangka mengetahui seberapa banyak dan besarnya kerugian yang

ditimbulkan akibat Tindak Pidana Korupsi (TPK) maka Direktorat Investigasi
BUMN & BUMD melakukan Laporan Bulanan yang nantinya akan diberikan

kepada Direktur Direktorat Investigasi BUMN & BUMD.

Mendapatkan data dari
database. Akses database Convert data menjadi Filter data yang ada sesuai
menggunakan Microsoft Microsoft Excel kebutuhan Laporan

Access

Data yang sudah di filter,
Laporan akan diperiksa dirangkai menjadi laporan
oleh Mentor Bulanan Direktorat
Investigasi BUMN & BUMD

Bagan I11. 5

Proses Menyusun Laporan Bulnanan Direktorat Investigasi BUMN & BUMD
Mengenai BUMN & BUMD

Sumber; data diolah praktikan

Untuk menyusun Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN &
BUMD, praktikan terlebih dahulu harus mendapatkan data yang berada di

database Deputi Bidang Investigasi. Data yang berada di database Deputi
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Bidang Investigasi ini bersumber dari hasil audit yang dilakukan oleh Auditor
BPKP di seluruh Indonesia.

Kemudian data-data ini yang awalnya terdapat di Microsoft Access harus
di convert terlebih dahulu menjadi Microsoft Excel. (Contoh Data dalam
Bentuk Microsoft Excel di Lampiran 10 dan 10.1). Hal ini dilakukan untuk
mempermudah praktikan dalam mengolah data. Mengolah data yang dilakukan
dalam Microsoft Excel adalah praktikan harus menyesuaikan dengan kebutuhan
Laporan Bulanan. Karena praktikan melakukan PKL di Direktorat Investigasi
BUMN & BUMD maka praktikan harus melakukan filter di bagian Jenis
Obrik. Di bagian Jenis Obrik ini terdapat beberapa pilihan, yaitu Pemerintah
Daerah, Pemerintah Pusat, BLU, BUMN, dan BUMD. Dari berbagai pilihan
Jenis Obrik ini, maka praktikan diharuskan memilih Pemerintah Daerah,
BUMN, & BUMD karena disesuaikan dengan kebutuhan Laporan Bulanan.

Setelah memilih Jenis Obrik, praktikan harus menentukan Tanggal
Pelaporan. Untuk pembuatan Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN
& BUMD, praktikan diminta untuk membuat laporan di bulan Juli dan Agustus
2017. Setelah pengubahan yang dilakukan pada Jenis Obrik dan juga Tanggal
Pelaporan, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pemilihan Jenis
Laporan.

Penyusunan Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN & BUMD
tidak hanya mencantumkan hasil Audit Investigasi (Al) yang berkenaan
dengan benar atau tidaknya penyimpangan itu terjadi, namun juga

mencantumkan seberapa banyak kerugian negara atau disebut dengan
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Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Di dalam Jenis Laporan
terdapat beberapa pilihan, seperti Keterangan Ahli Kepolisian, Keterangan Ahli
Kejaksaan, Keterangan Ahli KPK, TPK Kejaksaan, TPK Kepolisian, TPK
Lainnya, BPKN Kepolisian, dan BPKN Kejaksaan

Sesuai dengan permintaan Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN
& BUMD dimana hanya membutuhkan data Audit Investigasi dan Perhitungan
Kerugian Keuangan Negara maka praktikan memilih;

A. TPK Kepolisian, TPK Kejaksaan, dan TPK Lainnya untuk Audit

Investigasi, dan
B. BPKN Kejaksaan dan BPKN Kepolisian untuk Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Setelah data sudah terkumpul, maka mulai dilakukannya Penyusunan
Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN & BUMD dimana di dalam
Laporan Bulanan dibedakan menjadi dua kelompok sesuai dengan Jenis
Laporan yaitu Audit Investigasi dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
Kemudian, ditiap kelompok Jenis Laporan tersebut akan dijelaskan BUMN,
BUMD, dan Pemerintah Daerah yang melakukan Tindakan Pidana Korupsi
(Jenis Obrik).

Lalu ditiap Jenis Obrik baik BUMN, BUMD, ataupun Pemerintah Daerah
praktikan harus menjelaskan Jenis Penyimpangan yang terjadi seperti
Pengadaan Barang dan Jasa, Kredit Fiktif, Penyalahgunaan Keuangan, dan
sebagainya. Jenis Penyimpangan ini dilihat dari data yang berada di Microsoft

Excel. Lalu, diperinci lagi dimana akan berisikan penjelasan wilayah atau
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Provinsi mana yang memiliki kasus Tindak Pidana Korupsi terbanyak yang
dilihat dari Jenis Departemen (BUMD dan Pemerintah Daerah) dan juga
memiliki Nilai Temuan terbesar. (Contoh Laporan Bulanan Direktorat
Investigasi BUMN & BUMD di Lampiran 11)

Dengan dibuatnya Laporan Bulanan Direktorat Investigasi BUMN &
BUMD ini tentunya memiliki kegunaan untuk Direktur Investigasi BUMN &
BUMd dimana beliau akan mengetahui dalam kurunwaktu tertentu di Instansi
BUMN & BUMD manakah yang banyak melakukan kecurangan dengan nilai
temuan yang besar dan di dalam kegiatan apakah kecurangan itu terjadi. Untuk
praktikan sendiri, dengan pembuatan Laporan Bulanan BUMN & BUMD ini
praktikan memahami bagaimana cara pelaporan dalam dunia kerja yang
sebenarnya dan praktikan juga mengetahui bahwa penugasan Audit Investigasi
dibutuhkan sikap profesional dimana memiliki standar kualitas kerja keahlian
yang baik dan dapat memberikan rasa kepercayaan mengimgat hasil dari
penugasan ini akan digunakan dalam pelaporan yang akan diberikan kepada

Pimpinan dan Pimpinan akan memantau kasus tersebut.

. Kendala yang Dihadapi
Selama melaksanakan kegiatan PKL di kantor BPKP Pusat, praktikan

mengalami beberapa kendala, antara lain:
1. Pengetahuan yang terbatas mengenai Audit Investigasi membuat
praktikan merasa tidak mengetahui apa yang dijelaskan. Selain itu,

karena penjelasan dari Auditor BPKP kepada praktikan yang secara
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singkat dan juga tetap menjaga kerahasiaan, membuat praktikan
merasa kesulitan untuk memahaminya,

2. Server di Deputi Bidang Investigasi yang masih menggunakan
teknologi yang sederhana dimana hanya menggunakan satu komputer
dengan storage penyimpanan yang tidak terlalu besar membuat
komputer sering sekali down dan tidak bisa diakses di komputer para
pemakai data. Tentunya ini akan menyusahkan para pemakai data dan

tak terkecuali praktikan.

B. Cara Mengatasi Kendala

Berikut ini merupakan cara mengatasi kendala dari berbagai kendala yang

dihadapi praktikan selama PKL, yaitu:

1. Praktikan bertanya disaat para pegawai/ auditor sedang beristirahat
atau disaat mereka sedang tidak melakukan pekerjaannya sehingga
praktikan tidak mengganggu. Dan saat bertanya, praktikan memastikan
terlebih dahulu apakah pegawai/auditor merasa terganggu atau tidak.

2. Disaat kendala seperti ini, praktikan akan meminta data kepada
pegawai di Deputi Bidang Investigasi. Persiapan lainnya yang
biasanya dilakukan praktikan adalah praktikan akan memindahkan/
convert data yang awalnya di Microsoft Access ke Microsoft Excel

untuk berjaga- jaga apabila server sedang down.



BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan oleh praktikan sangatlah

bermanfaat bagi mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas

Ekonomi, Jurusan Akuntasi. Manfaat ini dapat dilihat dari pengalaman yang

didapatkan para mahasiswa tersebut, dimana mereka dapat terjun langsung dan

mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya.

Selama 42 hari praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat, praktikan
mendapatkan ilmu yang berharga, antara lain:

1. Praktikan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan bidang praktikan, yaitu
bidang Akuntansi khususnya mengenai Audit. Praktikan juga dapat
mengikuti secara langsung bagaimana proses Audit Investigasi, meskipun
terdapat beberapa proses dimana praktikan tidak diizinkan untuk
mengikuti karena alasan rahasia.

2. Praktikan dapat mengetahui kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya dan
juga mengetahui bagaimana organisasi yang ada di lingkungan
perkantoran.

3. Praktikan mampu mengetahui kekurangan praktikan selama melakukan

PKL dan praktikan berharap dapat dijadikan bahan pembelajaran dan

52
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dapat memperbaiki kekurangan tersebut untuk bekal bekerja di masa

mendatang.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh praktikan bagi mahasiswa Jurusan
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, dan instansi terkait, yaitu BPKP:
1. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi
a. Untuk mahasiswa yang akan melaksanakan PKL, ada baiknya
mahasiswa tersebut sudah jauh-jauh hari untuk mencari informasi
dan mencari tempat PKL yang sesuai dengan bidang Akuntansi.
Selain itu, ada baiknya mahasiswa tersebut mendiskusikannya
kepada dosen, apakah tempat PKL tersebut sesuai atau tidak
dengan bidang Akuntansi;
b. Mempersiapkan diri untuk melaksanakan PKL, seperti mencoba
untuk lebih bersosialisasi kepada lingkungan sekitar dan juga
mengingat berbagai materi yang telah didapatkan di bangku

perkuliahan, khususnya mengenai bidang Akuntansi.

2. Bagi Fakultas Ekonomi:
a. Ada baiknya jika pembagian Dosen Pembimbing dilakukan
sebelum mahasiswa melakukan PKL, sehingga mahasiswa tersebut
bida terlebih dahulu mendiskusikan mengenai lokasi PKL yang

tepat yang sesuai dengan bidang Akuntansi;
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b. Fakultas juga mampu memberikan rekomendasi kepada para
mahasiswa mengenai lokasi PKL;
c. Mampu menjaga hubungan baik dengan instansi/ perusahaan

terkait.

3. Bagi BPKP

a. BPKP dapat memberikan kesempatan lebih banyak bagi
mahasiswa Universitas Negeri Jakarta untuk melakukan PKL di
instansi ini;

b. Mampu menjaga hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta
dan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa Universitas
Negeri Jakarta untuk bekerja di instansi tersebut.

c. Perlu adanya perbaikan mengenai sistem komputer, khususnya di
Deputi Bidang Investigasi. Server yang seringkali down akan
memperlambat kinerja karyawan sehingga perlu adanya perbaikan,
salah satunya dengan mengganti komputer yang ada menjadi
komputer yang memiliki ruang penyimpanan/ storage yang lebih

besar.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden. No. 192 Tahun 2014: Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. Jakarta, 2014.

UNJ, Fakultas Ekonomi. Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012,

Sumber dari Internet
BPKP. Direktorat Investigasi BUMN & BUMD. 2017.

http://www.bpkp.qgo.id/investigasi/konten/226/Direktorat-Investigasi-
BUMN-BUMD.bpkp (Diakses tanggal 30 Oktober 2017)

BPKP. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 Pedoman
Penugasan Bidang Investigasi. Jakarta, 2012.

Informasiana.  Pengertian ~ Globalisasi  Menurut Para  Ahli. 2017,
https://informasiana.com/pengertian-globalisasi-menurut-ahli/  (Diakses
tanggal 30 Oktober 2017)

55


http://www.bpkp.go.id/investigasi/konten/226/Direktorat-Investigasi-BUMN-BUMD.bpkp
http://www.bpkp.go.id/investigasi/konten/226/Direktorat-Investigasi-BUMN-BUMD.bpkp
https://informasiana.com/pengertian-globalisasi-menurut-ahli/

LAMPIRAN- LAMPIRAN

56



57

Lampiran 1 Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada Kantor
Pusat BPKP

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGG]
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negent Jakorts, Jalan Rasvamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faxmmile : Rektor : (021) 4803854, PRI : 4895130, PR 11: 4893918, PR 111 : 4892926, PR 1V 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

W Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Kevangan ; 4852414, Bagian Kepegawainn ; 4890536, Bagian Humas : 4598456
QAV’"' Laman : wyvw.ung.ac id
Ll
Nomor - 0753/UN39.12/KIW2017 24 Mel 2017
Lamp, -
Hal - Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Biro Administrasi dan Kepegawaian

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
JI. Pramuk~ Raya No.33 Utan Kayu Utara, Matraman,
Jakarta Timur 13120

Kami mochen kesediaan Saudara uniuk dapal mensnma Mahasiswa Universitas Negsni

Jakarts :

Nama . Nindya Kusumaningrum

Nomor Registrasi 8335145407

Program Studi . Akuntansi

Fakultas . Ekonomi Universitas Negeri Jakaita
No, TelpHP 081256850256

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperiukan dalam rangka memenuhs tugas
mata kullah pada tanggal 10 Juli 5.d. 8 September 2017

Atas perhatian dan kerjas sma Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

oro Sasmoyo, SH
Tembusan : NIP, 18630403 198510 2 001
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Predi Akuntansi

Sumber: BAKHUM UNJ/ 2017
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Lampiran 2 Surat Penerimaan PKL dari Kantor Pusat BPKP

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
bp/(D Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) 85910106
Web: http://www.bpkp.id, E-mail: kepegawaian@bpkp.go.id

Nomor : S M40 /SU02/1/2017 4 Juni 2017
Hal : Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan

Yth

Kepala Biro Akademik Kemahasisaan

dan Hubungan Masyarakat UN]J

di Jakarta

Sesuai dengan Surat Saudara Nomor 0753/UN39.12/KM/2017 tanggal
24 Mei 2017 hal Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan, dengan ini kami
sampaikan bahwa kami dapat menerima mahasiswi Saudara:

No. Nama NIM Jurusan
1. Nindya Kusumaningrum 8335145407 Akuntansi

untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL)) di Kantor Pusat Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhitung mulai tanggal 10 Juli 2017
sampai dengan 8 September 2017.

Kami informasikan bahwa jam kerja di lingkungan kantor pusat BPKP adalah:

Hari Pukul
1. Senin - Kamis 08.00 - 16.30 WIB
2. Jumat 08.00 - 17.00 WIB

Selama pelaksanaan PKL, kami tidak menyediakan akomodasi atau transportasi dan
tidak memungut biaya dari mahasiswi yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan.
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

iy, . Kepala Biro,

diman Kartadimadja
P 19581010 198803 1 001

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP/ 2017
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Lampiran 5. Rincian Kegiatan PKL

RINCIAN KEGIATAN PKL
BPKP PUSAT
No | Hari, Tanggal Pekegjman Pembimbing
1 Senin, 1) Juli 2017 I. Perkeoalan  awal  dan 1. Pak Tisna
penempatian 2. Bu Lanni
2. Mengerjakan
Bulan Juli 2017
2 Selasa, 11 Juli 2017 Mengerjakan | Bu Lanni
Bulan Juli 2017
3 Rabu, 12 Juli 2017 1. Mengerjakan 1. Bu Lanni
Bulun Juli 2017 2. Mhbak Nove
2. Mengikuti Ekspose
4 Kamis, 13 Juli 2017 I. Mengerjakan Laporan I. Bu Lanni
Bulan Juli 2017 2. Mbak Nove
= 2. Mengikuti Ekspose
s Jumat, 14 Juli 2017 . Mengerjakan I. Bu Lanni
Bulan Juli 2017
& | Senin, 17 Juli 2017 Mengikuti Ekspose 1. Mas Andre
7 Sclasa, 18 Juli 2017 Membantu dalam I, Mbak Nove
perencanaan Awdit
— Investigasi _ p—
3 Rabu, 19 Juli 2017 1. Mengikuti Pokja I. Bu Weni
2, Membanty dalum 2. Mbak Nove
Audit
Investigasi
9 Kamis, 20 Juli 2017 Mengerjnkan Laporan | Bu Lanni
Bulan Juli
10 | Jumat, 21 Juli 2017 | Membantu dalam  pengumpulan | Mas Adri
bukti
11 | Senin, 24 Juli 2017 | Membantu  dalam  pengumpulan | Mhak Nove
bukti
12 | Selasa. 25 Juli 2017 | Membantu  dalem  perenconsan | Mas Andre
Audit Investigasi
13 | Rabu, 26 Juli 2017 | Mengerjakan Laporan Bulan Juli | Bu Lanni
2017 dan m i beberapa
perwakilan di wilayah Pulau Jawa
14 | Kamis, 27 Juli 2017 | Membantu  dalam  pengumpulan | Mbak Nove
bukti
15 | Jumat, 28 Juli 2017 | Membantu dalam  pengumpulan | Mas Adri
bukti
16 | Senin. 31 Juli2017 | Mengerjakun Laporan Bulan Juli | Bu Lanni
2017
17 | Sclasa, | Agustus | Mengerjokon  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
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18 |Rabu. 2 Agustus I, Mengerjakan I. Bu Lanni
2007 Bulan Agustus 2017 2. Mbak Nove
2. Membantu dalam
peagumpulan bukti
19 | Kamis. 3 Agustus | Membantu  dalam  pengumpulan | Mbak Nove
207 bukti
20 | Jumar, 4 Agustus | Mengesfakan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
21 | Senin, 7 Agustus | Mengerjakon  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
22 | Sclusa, 8 Agustus | Membantu dalam  pengumpulan | Mbak Nove
2017 bukti
23 | Rabu, 9 Agustus | Membantu  dalam  peagumpulan | Mbak Nove
2007 bukt
24 | Kamis, 10 Agustus | Membantu  dalam  pengumpulan | Mbak Nove
2017 bukti
25 | Jumat, 11 Agustus | Membantu dalam pengumpulan | Mos Andre
2017 bukti
26 | Senin, 14 Agustus | Mengesjakun  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
27 | Selass, 15 Agustus | Mengerjskan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
28 | Rabu, 16 Agustus | Mengerjakan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
29 | Kamis, 17 Agustus | Libur -
2017
30 | Jumat. 18 Agustus | Mengerjakan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
31 | Senin, 21 Agustus | Mengikuti sast pengkomunikasian | Mas Adri
2017 hasil Audit
32 | Selasa, 22 Agustus | Mengikuti sast pengkomunikasian | Mas Adri
2017 hasil Audit
33 | Rabu, 23 Agustus | Mengeriskan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
34 Kamis, 24 Agustus | Izin -
2017
35 | Jumat, 25 Agustus | Mengikuti saat pengkomunikasian | Mba Nove
2017 hasil Audit
36 | Senin, 28 Agustus | Mengerokan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
37 | Selasa, 29 Agustus | Mengerjakan  Laporan  Bulsn | Bu Lanni
207 Agustus 2017 dan mengubungi
perwakilan di wilayah pulau Jawa
38 | Rabu, 30 Agustus | Sakit .
2017
39 | Kamis, 31 Agustus | Mengenakan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 Agustus 2017
a0 | Jumat, 1 September | Sakit -
2017
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Lampiran 5. 2 Rincian Kegiatan PKL

4] | Senin, 4 September | Mengikuti ekpose Mas Hashy
2017

42 | Selasa, 5 September | Mengerjokan  Laporan  Bulan | Bu Lanni

N 2m7 September 2017

43 | Rabu, 6 Scptember | Mengikuti saat pengkomunikasian | Mbak Nove
217 hasil Audit

44 | Kamis, 7 Scptember | Mengerjaskan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 September 2017

45  |[Jumumt, B Scptember | Mengerjakan  Laporan  Bulan | Bu Lanni
2017 September 2017

Jakana, W Scptember 2017
Penilai,

b
}':: . .-'4' '}

D4

65



66

Lampiran 6. Sertifikat Praktik Kerja Lapangan dari Kantor

T00 T E0LB6T HTLOFIST'AIN
[pyouoses

O

‘ueiSeg ejeday \m,

ANWL | BJIEXE[ £ 'ON B)NWeld Uejer 1esnd (dMda) teunduequiag uep ueduena) uesemeSuad uepeg Jojuey |p
L10Z Jaqundas g - LTOZ linf OT |e33ue; tejnw Sumyyta) (1)d) ueduede efsa) Yijeld ueyeuesyejaw yeja) iseisaide |e8eqag

epe)er 1933N SeSI2AIUN
LOVSPTSEES 'WIN

wnJ3uiuewnsny| eApuiN

epeday uRyjaqp juj IS

isesiuedi uep uejemesaday| odig
NVNNONVEW3d NVA NVONYNIN NVSYVMVYONId Nvave

()

Sumber: Biro Kepegawaian dan Organisasi BPKP/ 2017



Lampiran 7. Laporan Telaahan Staf

FORMAT TELAAHAN STAF

(Tanpa Kop)

LAPORAN TELAAHAN STAF

A DASAR PEMUGASAN
1. Surat penmah melakukan penelaahan dari .. (Pimpinan  Unit Kega)
Momor-... ... tanggal ...
2. Surat pengadum masyamkat.'lapumn h35|l audrt .. {dsb)

B. MATERI YANG DITELAAH

{Diuraikan secara jelas dan ringkas mater surat pengaduan masyarakat' laporan
hasil audi)

C. HASIL PENELAAHAN
{Djelaskan hasil penelashan atas kecukupan informasi seperti termauat dalam

lermbar penelaahan).

D. SIMPULAN
Sesuai dengan hasil penelaahan. dismpulkan surat pengaduan masyarakatlaporan
hasi audit yang dikirimkan ... dapat'tidak dapat ditindaklanjuti dengan

dilakukan audit investigatif.

.20,

NIF..

Lampiran A D3

Sumber: Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP NomorL PER-
1314/K/D6/2012 (pdf
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Lampiran 8. Risalah Hasil Ekspose (Awal)

FORMAT RISALAH HASIL EKSPOSE (AWAL)

(Tanpa Kop)

RISALAH HASIL EKSPOSE (AWAL)

A INFORMASI UMUM
Materi Ekspose -
Pihak yang Melakukan Ekspose
Cidakukan pada hanftanggal
Bertempat di
Dipimpin oleh
Jumlah Pesera

Diaftar hadir fedampir

B. RESUME MATERI EKSPOSE
(Diwraikan secara jelas dan ringkas materi dugaan penyimpangan yang akan
ditindaklanjuti dengan penugasan audit investigat®)

C. PEMBAHASAN PESERTA EKSPOSE

(Diraikan secara mngkas masukan-masukan yang diberikan cleh pesera eksposs)
{Lampirkan notulen eksposs)

O. SIMPULAN DAN SARAN
|Diwraikan secara ringkas simpulan dan uswlan tindak [anjut yang akan dilakukan).

Diemikian rsalah hasd ekspose ini dibuat untuk dapat dipergunakan sesuai
keperuan.

Mengetahui:
Pimpinan Unit Kerfja Kasubdit’epala Bidang
Investigasi

MIP.....

Lampiran A 05

Sumber: Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP NomorL PER-
1314/K/D6/2012 (pdf)



69

Lampiran 9. Program Audit

CONTOH PROGRAM AUDIT INVESTIGATIF

Nama Objek No.KKA
Tahun Dibuat oleh :
Alamat Tanggal
Direviu oleh:
Tanggal

PROGRAM AUDIT INVESTIGATIF
ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK A CABANG P

KEPADA PT XYZ
Fencana Realsas!
"o Uratan BEEKA
oen | 1ot | oen | Ta M

A | Tujuzn: Untuk membuktkan proposal kredit
yang dibuat oleh NT selaku Dirut PT XYZ
tidak dibuat dengan benar.

1 | Dapatian proposal kmdt yang dejukan e Bank
A

2 | Psepn den evalmsi proposal kedid. Buat
Smpulennya

3 | Lakukan wawancera dangan pinak- phak yang
menge veluasi proposal kredit

4 |Catst ‘eersngan deri phak-phak yang
dwawancami dan Bkukan pengujen nlormas
yang dilerima.

5 | Dapetken dan evalusst mofsien paremuen-
pertamuan entare pihek Bank A dangan pihek
PTXYZ

B |Tujuan: Untuk membuktikan adanya

dokumen pendukung untuk pengajuan

proposalyang tidak benar.

1 | Dapetian dan Pelgri dokumen pendukung
yang diguneien untuk mendulung proposal

kredit .

2 | Lekukan wemancam dengan plekpihak yang
erait

3 | Catat kserangan/penjlesen dan pihek edait
dan Bkukan pengusan informesi yang dienma

4 | Lakukan konfirmasi kebenaran et of Inisnt
PTXYZ dengan FTC

5 |iskukan konfirmasi lebanaran  dolumen
pendukurg Ennye kepeda Notans eriait.

Lampiran AO7

Sumber: Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP NomorL PER-
1314/K/D6/2012 (pdf)



Lampiran 9. 1 Program Audit (Lanjutan)

CONTOH PROGRAM AUDIT INVESTIGATIF

™ Urslan Rencana Raalksas! FefKKA
okn | Tgl | ok [ Tal No

C | Tujuan: Untuk membuktikan Bagian Kredit PT
Bank A Cabang P tidak menempuh prosedur
pemberian kredit dengan benar.

1 | Depatkan den pelepn Padomen PFembenan
Kediyang Beraku. Bust simpulannya.

2 | Depatkan dan eveluesi berkas kedt PT XYZ
yang ada di Bank A

3 | Pelan Analiss Km=dt yeng dibuat patuges di
Bank A

4 | Pelsgn calstan-catatan pihak Aisk Menagsment
atas anelisa ke dit yang dibuat petugas.

5 | Catst ada/ideknya penyimpengan prosedur den
pedomen yang bardaku.

6 | Lakukan wawancara dengan pihek- phek Brat
dan lakukan pe ngujen informasi yang denma.
Buat simpulan semeniEm.

D | Tujuan: Untuk membuktikan adanya
penyimpangan dalam p wan kredit.

1 | Pelsg@n padoman pencairan kedi yang bareky.

2 | Pekmn syerstayamt pencsiran kedt der
beras kradit

3 | Depathan den pelsjan cala®n-catesn began
Hukum dalem berkas redit Erulame pada sast
pencairen kedt

4 | Tehswi den depafian bukd-bukd bark dan buks
pencasan parcairan k= dt

5 | Buatsimpulan

E | Tujuan:
Untuk membuktikan bahwa Jaminan atss
pinjaman tidak diikat secara sempumna.

1 | Pela@n perayamstan pengikaten pminan

2 | Pelgn dokumen-dokumen pengiain gminan,

3 | Lakukan wonfrmesi kepeda pihak yang erkat
dengan dokumen gminan saperl BPN, Notans

4 | Buatsimpulan

Lampran AQ7

Sumber: Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP NomorL PER-
1314/K/D6/2012 (pdf)



Lampiran 9. 2 Program Audit (Lanjutan)

CONTOH PROGRAM AUDIT INVESTIGATIF
Fe
- — ncana Realsas! RoafiKA
okh | Tgl | Oen | Tol ha

F | Tujuan :

Untuk membukiikan bahwa Kredityang &lsh

dicairkan tidak dipe rgunakan sesuai dengan

tujuan parmohonan kredi.
1 | Lekukan konfirmesi kepade PT C atas realsasi

peleksanaan Proyek Wod over Sendce Aig
2 | Lekukan kanfirmesi ks P di Belands atas

pemesaren peraiian rige deri PTXYZ.

Jakarta, ... .
Pengendali Teknis, Ketua Tim Auwdit
Lampiran 4 07

Sumber: Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Peraturan Kepala BPKP NomorL PER-
1314/K/D6/2012 (pdf)
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Lampiran 10. Data Bentuk Microsft Excel
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Sumber: data Deputi Bidang Invetigasi/2017



Lampiran 11. Laporan Bulanan Direktorat Invetigasi BUMN & BUMD

Augtt investigas!
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Sumber: data Direktorat Investigasi BUMN & BUMD/ 2017
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Lampiran 11. 1 Laporan Bulanan Direktorat Invetigasi BUMN & BUMD

Fague & BUMN
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Sumber: data Direktorat Investigasi BUMN & BUMD/2017
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Lampiran 12. Kartu Kosultasi Pembimbing Penulisan PKL
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